
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMAI,AN(;
NOMOR I TAHUN 1998 SERI D NOMOR I

PERATURAN DABRAH KABT'PATEN DAERAH TINGKAT II PEMAI,AN(;
NOMOR II TAHT]N I998

v
TENTANG

PBRUBAHAN ANGGARAN PENDAPA1AN DAN BEI,ANJA
DAERAH KABUPATIN DAERAII TINGKAI' I I  PEI\IAI,AN(;

TAHUN ANGGARAN 1998/I999

DENGAN RAIIMAT'T'UHAN YANG II IAHA I 'SA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  PEI\{ . , I I ,AN(;

Meninrbang : a. baltwa dengan adanya penanrbalran dan atar: irengurarig,ii l
Anggaran pendapatan dan Belanja Daeralr vatrg ditctepl'arr

dengan peraturan Daerah Nomor 09 
' Iahun 

lg98 lert i lnr

Anggaran Pendapatan dan Belarr ia Daerah, t t taka pet '

lu di lakukan perubahan Anggaran Daerah :

v b .  bahwa  pe rubahan  A t tgga ra r t  Pendapa tan  da r t  Bc la r r l a
Daerah dinraksud pada hurrr l 'a perlu ditelapkan t lcttgatt
Peraturan Daeralr

:  L  Undang-undangNort ror  l3 ' lahur  1950tentangPel t rbct r lu '
kan  Daerah -daerah  Kabupa ten  da lam L , i ngk t rngan
Propins i  Jawa Tengah juncto Peraturan Petner i t t la l t
Nomor 32 ' Iahun 1950 tentang Penctapar t  [ \ ' lu la i  l rer -

lakunya [Jndang-ut tdat tg  Nolnor  !3  
' l 'a l run 

1950 ;

Mengingat

2.  Undang-undang .  . .  (2)

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



f

L

IJndang-undang Nornor 5 Tahurt 1974 tentang Pokok-

pokok Pemer intahan d i  Daerah (  Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nonror 38, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indoesia Nomor 3037 ) ;

I  jndang-unclang Nomor l2  Tahun I  985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indo-

nesia 
'Iahun 

1985 Nornor 68 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telahv

cliubah dengan Undang-undang Nomor l2 Tahun 1994
( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Nomor 3-569 ) ;

Undang-undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik

lnclonesia Tahun 1997 Nomor 4l , l-ambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) ;

Undang-undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44,
' Iambahan 

Lembaran Negara Republ ik  Indonesi r

Nomor3688 ) :  '

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah (  Lembaran Negara Republ ik

Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 ) ;

+ .

5

6 .

7.  Peraturan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3  )
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3

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang (lara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusur,
an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeralr
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 6 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor l9 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indorresia
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan l-embaran Nesara

Repubfik lndonesia Nomor 3692 \ :

Peraturan Penrerintah Nomor 20 
' lahun 

1997 lel i tarrg
Re t r i bus i  Daerah  (  Lembaran  Negara  Rep i rb l rL ;
Indonesia Indonesia Tahun 1975 Nomor 55. 

- larnt- ' ; ihan

Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nonior 3{iQl } ,

Peraturan Pemerintah Nomor 2l 
' Iahun 

1997 lerrt; ir , .r
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bernrotor ( [ .enrbi ir;r l
Negara  Repub l i k  l ndones ia  " l ' ahun  1997  l . i < . r rn t i i

3693 )  ;

Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nonror |  |  Tahun l97r

tentang Coutoh-contoh Cara l 'enyusunan Artggararr

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata lJsalta

Keuattgan Daerah dan Penyusruran Perhitungan Arrggararr

Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun l97tl

tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada

Daerah :

t'

9 .

r0.

l t .

t2 .

13 .  Pe ra tu ran  . . . . . . . . . . . . .  . . .  .  . . . . . .  ( 4 )
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I 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979

tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerint-

ah Daerah :

14. Peraturan Menteri f)alanr Negeri Nomor 4 Tahun 1985
tentang Pengurusan Pendapatan Daerah HasilPajak Bumi

dan l langunan ;

l-i Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 2 Tahun 1994a
tentang Pelaksanaan Anggararr Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
I\.'[enteri Dalam Negeri Nonror 2 Tahun 1996 :

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 lahun 1997
tentang l'untutan Perbendaharaan dan 

'funtutan 
Ganti

R.ugi Keuangan dan Barang Daerah ) ;

I l. Keputtrsan Menteri Dalam Negeri Nonror: -570-360 tang-
gal 28 Oktober lahun 198 i tentang Program Penrbinaan
Anggaran l)aerah dan Pegendalian Kredit Anggaran ;

I fl. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984
tentar)g Langkair Pertama Pensinkronisasian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggara
Pendapatan dan Belanja Negara ; 

t

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 908-1316
tanggal l8 September 1985 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, sebagaimana telah disempurnakan
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5

dengan Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor :

903-617 tanggal l8 September 1988 ;

20. Keputusan DalamNegeri Nomor 5l Tahun 1985 tentang

Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak

Bumi dan Bangunan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379

tanggal I I April 1987 tentang Penggunaan Sistenr [)igit

dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Ilclania

Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangart

Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I l0 
' lahurr

1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatarr

Daerah ;

Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Tengalr Nomor 903137411998 tentang Pengesahan Per-

aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Penralarrg

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 199811999 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah T ' ingkat  l l

Pemalang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Anggarart

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998i

1999 ,

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterl

Daerah Tingkat ll Pemalang Nomor : 04 Tahun 1997

tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pcmalang.

It

!

22.

23.

24.

25.

Memperhat ikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (6)
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Mernperhatikan : l .  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nornor I Tahun 1998

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 199811999 ;

2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat

f)aerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tingkat [I  se-Jawa Tengah Tahun

Anggaran 1998/1999.

l )engan Persetujuan Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

I i r r g k a t  l l  P e r n a l a n g .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERA|URAN DAERAH KABUPATEN DAERAH l'lNG-

KAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ANG-

GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAI1RAH
KABUPATEN DAERAFI TINGKAT II PEMALANG

TAHIIN ANGGARAN I 998/1 999.

Pasal I

( 1 ) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/

1999 semula berjumlah Rp. 66. 858.005.000 bertambah

sejumlah Rp. 6.766.929.800 sehingga menjadi Rp. 73.

624.934.800.

l_

(2)  Anggaran . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  (7)
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I

Anggaran Belanja Daerah l'ahun Anggaran
Rp. 66. 858.005.000 bertanrbah sejumlah
rnenjadi Rp. 7 3.624.934.800.

dengan perincian sebagai beriliut :

19981 1999 semula beijurn!ah

Rp. 6. 766.929.8{r0 sehirrgga

Rp.  -s  l  500.12 |  ( i { }0

Rp .  5 .33 t ) .191 . i iO ( i

Rp. 56.8.19.3 i  5.0()r!

Rp.  I  5 .357. t i8-1. { r r r {J

Rp .  1 .417 .7 .15 .S ( r , i

Rp . l 6 .785 . { r } q ,8 t i { '

a . Belanja Rutin sebelurn
Ferubahan

Bertambah

Belanja Rutin setclah Penrbahan

Belanja Penrbangunarr setrel urn
perutrahan

Bertambalr

Relania Penrbangunarr  sete la l r  penrbahan . . . . . . . .

\,

( 1 )

Pasal 2

Ringkasan Perubaltan Atrggariur Pendapatan clan llelanja Daerah rlirriirl.:;rrri
pada Pasal I  t l i  atas sebagainrana I-arnpiran lPeraturan Daerah ini :

Rincian Penantbatran Anggaran Pendapatan dirnaksud pada pasal I  rral
( l  ) di atas, sebagainralra l ,anlpriran i l  Peraturan Daerrah irr i  ,

Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutirr dinraksud pada pasal I
ayal (2) di atas. sebagainrana l,arnpiran l l l  Peraturan l)aerah irr i  .

(2 )

(3 )
!

(4)  Rinc ian . . . .  (8)
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(4) Rincian penanrbahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada

Pasal I ayat (2) di atas. sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah

in i .

( l )

Pasal  3

Arrggaran Pendapatan tsagian rrusan Kas dan Perhitungan'fahr'ur Anggaran

I 998/1999 senrula berjunrlah Rp. 2.139.000.000 bertarnbah sejumlaf

I {p ,  5 .432.800.000 sehingga menjadi  Rp'  7  '711 '800 '000 ;

Rincial Pelaprbahan Pelclapatan dinraksud pada ayat ( I ) Pasal ini climuat

. l l lar r r  l .ampiran V Perat t t ran Daerah in i .
{ l i

{ l )

Pasal 4

Anggarart Belania l lagian t,Jrtrsan Kas dan Perhitungan'fahun Atrggaran

Iq98i  I999 semula ber jurn lah Rp.2.339.000.000 ber tanrbah se. iumlah

Rp.  5.a32.800.000,00 sehingga meniadi  Rp'  7  -77 l '800 '000 ;

Rincian pettatnbahal Belal ja dimaksud pada Pasal I  ayat ( I  ) Pasal ini

riimtrat dalam [,ampiran Peraturan Daerah ini ;
{ - i

a_
Pasal  5

Larnpiran-larnpiran tersebut pada Pasal l, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 men"rpakan

bagiarr yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

Pasa l  6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9 )
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Pasal  6

Peral.t tr;ur l)aeralt ini nrrr lai be,r lakrr setelah mendapat pengesilhtn

dari pejabal ) ' ,uig berr.r,enang i lan diberlakukarr rnulai tanggal ditctapkri i i .

Agar supaya setiap orang dapat nrengctahuinya. nremerintalrkan prc r,g,-
tmdangan Peraturan f)aeralr inidengan pcliemi)atanriva dalaln Lernharan l]arrlir

D i t e t a p k a r r  e i i  P e r n i t i r i r r i r

Pacla tartggal 30 [)cscrrrber i  t i ( ] ' l i

ilt

Dt iWAN PERWAKILAI . .  RAKYn I
I )A i :R.Al {  KABt iPAf t :N D,AI :Rr \ l  I

' l  
IN( ;KA' l  I l  Pf i lv {Ai  A l r i (  i

K e l u a .
( ' " p .

r td.
H. ' I 'ARM(JD, I I

i i l l l ' A i  l  { { l  l } , \ l  i 1  [ ) . \ i
' J l , -  

t ; l i 4 ! ' i l  l l i ' i r 4 z \ I

( ' ; r i r

t l r l .

I l r s .  l l .  MUNl t i

I ) i sa l r kan  . . . . . .  (  l 0 )
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l ) isahkarr  r , le l r  Cubernur  Kcpala Daerah 
' l ' ingkat  

I  Jawa 
' fengah 

dengan
Ke;r r r t r rsan tar rggal  l8  l )ebruar i  1998 Nornor  :903122911998.

I) iuntlangkan clalaln l ,enrbaran Daerah Kabupaterr
Daerah 

' f ingkat 
l l  Pernalang

Nornor : 2 tanggal : 24 - 2 - 1999
Ser i  :DNomor :2

Scrkrctaris Wi layahiDaerah
"l ' i rrgkat I l  Perrraleurg

(  i lD .

r td .

Drs.  H.  MOFIL. |ONO
Pernbina t j tanta Muda

NlP. 500 029 (t22

t

Gubemur  . . ( l l )
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GUBERNUR KBPAT,A DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAFI

KEPUTUSAN GUBERTiUR KEPAI-A DAERAT{ TINGKAT I JAWA TEN{;A{{
NOMOR | 9A3t22911998

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR II TATIUN 1998

I',T6g1aPG PENETAPAI\ PERI.IBAHAN AI\GGARAN PENDAPATAN OAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAII TINGKAT II PEMALANG

TAHUN ANGGARAN I998/1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAI{

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Pernalang Nonror.

9101274/KU tanggal 28 Januari 1998 perihal Pernrohonarr
Pengesahan Peraturan Daerah Nomor I I Tahun I.)9ii

tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatln rlar
Belanja Daeralr l(abupaten Daerah Tingakat Il Perrralrnr

Tahun Anggaran I 998/l 999.

Menirnbang : bal.rwa setelah dilakukan pengkajian terhadap lleraturarr

Daearah Nomor I I  Tahun 1998 tersebut. ternyata lelalr
y 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nraka pengesaharr

nya perlu ditetapkan dengan surat Keputusan (iubc:nrrrr

Kepala Daeralr Tingkat I Jawa 
'Ibngah.

: l .  Undang-undang Nonror 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;

Mengingal

2 .  Pe ra tu ran  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  (  l 2 \
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2.

1-).

4 .

5.

6 .

7.

t 2

Peraturan Pelnerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan, Pertanggrrng jawaban dan Pengawasan Ke-

uangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 terrtang

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungarr Anggaran Pendapatan dan.

Belanja Daerah ' q

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I I Tahun 1975

tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja l)aerah, Pelaksanaan I'ata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perh i tungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 2Tahun 1994
'fanggal 

5 Oktober | 994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun | 996

tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanjq
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah
Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ;

8. Keputusan ................. (13)
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l 3

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617

tanggal 25 Juli 1988 tentang Langkah Penyempurnaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- l 316
Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan

Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belarrja
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonror l l0 tanggal

29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran
Pendapatan Daerah.

l.  Instruksi Menteri Dalam Negeri Noruor I 
' lahun

1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal Pedornarr
Penyusunarr Anggarart Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 199811999 ,

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050 791

Bangda tanggal l3 Januari 1998 perihal Petuniul i
Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daeralr
Tingkat II Tahun Anggaran 199811999 ;

3. Instruksi Menteri Dalanr Negeri Nonror I0 
' lalrurr

1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Pencabrrtarr

Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat Iltentarrg

Pajak f)aerah dan Retribusi Daerah ;

4 .  Surat  Menter i  Dalarn Neger i  Nonror :910/- l . l l6 /

PUOD tanggal 7 Oktober 1998 perihal Pelunjuk

Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalanr Ncgeri

Nomor I l0 Thhun 1998 tentang Bentrrk dan Susurr-

an Anggaran Pendapatan Daerah ;

v

Mernperhatikan :

)

5. Sr-rrat ( iubernur . ( 14)
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l r4crretapkan

I ' [ . , I { ' I -A  MA

6 .

l 4

Surat ( iubernur Kepala Daerah 
' f ingkat 

I Jawa
'l'engah 

Nornor 903121 l5 tanggal l0 Pebruari 1998

terntang Pedonran Penytnunan Anggarau Pendapar

arr dan Belanja Daerah 
' fahun Anggaran lq98/

1999 ;

Surat Keputusan Gubenrur Tingkat I Jawa'l 'engah

Nomor 903137411998 tanggal l9 Mei 1998 tentang ..,-

Pertgesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daeraht
' l- ingkat 

l l  Penralang Nonror 9 
' l  

ahun I 998 tentang
Penetapan Ansgaran Penclatr latan clan Belanja
l)aerah KabLrpaten Daerah 

' f ingkat 
II  Penralang

Jal run Anggaran I998/ lgqq.

MF)MUTTJSKAN

Mengesahkan Peraturan f )aerah Kabupaten Daera l r
' l - ingkat 

II  Pemalang Nomor I I  
' Iahun 

1998 tanggal 30
Desember 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Pemalang Tahrur Anggaran 19981I 999, dengarq
ketentuan sebagai berikut :

l. Anggaran Pendapatan Daerah'fahun Anggaran 19981
1999 sernula se.jumlah Rp. 66.858.005.000,00 diper-
kirakan befiambah sejumlah Rp. 6.766.929.800,00
sehingga rnenjadi sejumlah ..... Rp" 73"624.%4.800,00

2.  4nqgaran . . . . . . . . . . . . . . . . .  (  I  5)
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2. Anggararr [ ]elanja l)aerah 
' lahun 

Attggarart 1998/

1999 semula . . .  Rp.  66.8s8.00-5.000,00 d iperk i rakan

bertarnbalt sej unt lah Rp. 6. 76(r.929. 000,00 seh i rr gga

menjadi  se jurn lah . . . . . . . . . .  . . . t tp  .  77.624.840.000.00

dan d i r inc i  sehagai  ber ikut  :

a .  Belarr . ia  Rut i r r

sehelunt perubahan

bertantbalr

Belania Rut in

setelah perubahart

Rp  5 l  500 . l l  |  . ( ) 00 .00

Rp. 5.- l :19. I 9,1.0(J0.00

Belanja Penrbangurtan

sebelunr perubahan

bertambah

Belanja Penrbanguttatt

setelah perubahan

Rp.  15 .357.884.000,00
Rp"  1 .427.7  35 .800.00

Rp.  I6  78 .s .6 I9 .800 .00

Jumlah Anggararr

Belanja Daerah

setelah perubahan

Rp. 73624.934.800,00

l .  Bagian lJrusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan lJrusan Kas dan Ferhitungan (UKP)

Tahun Anggaran 1998/1999 semula sejumlah

Rp. 2.339.000.000,00 diperkirakan bertambah

b.

se jum lah  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 16 )
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se jumlah Rp.  5.432.800,00 sehingga rnenjadi

sejumlah Ptp. 7 .77 1 .800.000,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)

Tahun Anggaran 199811999 semula sebesar

Rp. 2.339.000.000,00 diperkirakan bertambah

sej umlah Rp. 5.432. 800.000,00 sehin gga rnenjadi

se jum lah  Rp .  7 .771 .800 .000 ,00  dan  d i r i nc ; - .

sebagai berikut : '

l .  Belanja Rutin

sebelunt perubalrarr

Rp.  2.339.000.000,00

bertarnbah

Belanja Rutin

:::::: ::::,::::

Rp. 5.432.800.000,00

Rp.  7  .771 .800.000.00

2. Belanja Pembangurtarr

sebelunr
perubahan . . . . . . . . . . . . . .  Rp.

bertanrbah Rp.

0,00
0,00

Belanja Penrbangurtarr

setelah

perubahan l{p. 0,00

Jumlah Belanja tJrtrsarr

Kas dan Perhitungan

setefafr perubahan .. Rp. 7.771.800.000.00

a.

4. Dengan dernikian . (17'1
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4. Dengan demikian, jumlah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 sete lah

perubahan adalah sejumlah Rp. 7 3.624.934.800,00

dengan rirrci- an sebagai berikut :

I. PENDAPATAN :

-  Pendapatan . . . . . . . . . . . . . .  Rp.  73.624.934.800,00

2. BELANJA :

-  Rut in Rp. 56.839.315.000,00
- Pembangunan . . . . . . . . .  Lp.  16.785.619.800,00

Jumlah Rp. 71.624.934.800,00

Se l i s ih  N IHIL

3.  Bagian Urusan Kas dan Perh i tungan adalah
sebagai berikut :

PENDAPATAN :

-  Pendapatan . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 7.771.800.000,00

BELANJA :

-  Rut in . . . . . .  Rp. 7.771.800.000,00
- Pembangunan .......... Rp.

I

Jumlah

Selisih

Rp. 7.771.800.000,00

Rp.NIHIL

KEDUA . . . . ( tE)

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



KEDUA

18

Untuk Pelaksanaan Diktum PERTAMA Surat l(eputusan

ini supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut :

I .  PENDAPA|AN :

i . 2 .

Pencantuman ayat l . l  . l  .000 " Sisa Lebih Per-

hitungan Anggaran Tahun yang lalu " pada

Anggaran Manajemen kolonr Keterangan ..
supaya dicantumkan rincian berapa jumlah Sisaq

Tunai pada Kas Daerah, jumlah Sisa Tunai

pada Kas Daerah, jumlah sisa Urusan Kas dan

Perhitungan ( UKP )

Untuk Tahun Anggaran yang akart datang per)g-

anggaran rencana penerimaan yang berasal

dari pemberian Pemerintah Pusat datr atau

lnstansi yang lebih t inggi dicantunrkatt dalanr

APBD apabila disalurkan rnelalui Kas Daerah

sesuai  Keputusatr  Menter i  Dalanr  Neger i

Nomor I l0 Tahun 1998 tentang Bentuk dalr

susunan Anggaran Pendapatan f)aerah

LJntuk tahun yang akan datang penerintaatt PBts

supaya diarrggarkan secara netto sedattg dalanr +,

anggaran manajemen pada kolonr keterangatt

diuraikan secara brutto yaknijurnlah netto di-

tambah Biaya Pemungutan sebesar l0 9/o, sesuai

dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggalT

Oktober I 998 Nomor 91013316/PUOD Perihal

Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mellteri

r3.

l . l .
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Dalam Negeri Nomor I l0 
' lahun 

1998 tentang

Bentuk dan Susurran Anggran Pendapatan

Daerah

1.4.  Pada Anggaran Manajernen ayat  I  .2 .4.030

" Penerinraan Lain-lain " temrasuk clidalamnya

Penerinraan DKP atas Penyedotan 
' l ' inia 

se-

, jumlah Rp. 7.600.000,00 supaya segera diper-

dakan dan dipinclahkan pada Pos Retribusi

Daerah ayat  | .2 .2.0 l8  "  Retr ibus i  Penyedotan

Kakus ". sesuai dengau Keputtrsan lv{enteri

Dalam Negeri Nomor I l0 
-fahun 

1998 
'fanggal

29 Ju l i  lc ) ! )8  tentang Bentuk c lan Susunan

Pendapatan l)aerah.

I .5. Sisa Panjar-panjar dan kewajiban pada Bagian/

Pos Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) harus

diselesaikan dalam T'ahun Anggaran 199811999

2.  BF, I ,ANJA RUTIN

2.1. Agar di indahkan rnaksud ketentuan Diktum

KEl'lGA butir 6 dan Diktuni KEEMPAT butir

9 dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa lengah Nomor 903/

37411998 tanggal 19 Mei 1998 tentang Peng-

esahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat ll Pemalang Nomor 9 Tahun l998

tentang . . . . . . . (20)
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tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat il Pentalang
'fahun 

Anggaran l99U 1q99.

2.2. Anggaran untuk Biaya Operasional IPAIR yang

digabungkan pada pasal 2.2.4.1084 " Biaya

Operasional Kegiatan Pcrnungutan Pendapatatt

Asli  Daerah " yang merupakan pirtdaltan da'"

pasal 2.2.4. 1 093 "Biaya Operasional IPAIR't

sejumlah R"p.20.000.000,00 supaya dipindah-

kan kernbal i  ke pasal  2 .7.4.1093 der tgan ura iar t

" Biaya Pemungutarr IPAIR ". sesLrai dengatt

Keputusan Menteri Dalani Negeri Nornor 46

Tahun 1994 tanggal 24 April 1994 tentang

Perencanaan, Penganggaran dan Pettatattsahaatt

Iuran Pelayanan ir igasi.

2 .1.  Susurrarr  ura ian Pasal  Helanf  a  pac la Bagian/

Fos LJnrs:l t  Kas dan Perhitungan ( l . lKP) supai/n

di.sesuaikan rlengan susunalr Ay'at Pendapalart-

nya.

I  I l l j l .ANJA PEMI IAN( i I INAn \  
v

l . l .  [ Jn tuk  tah t i n  anggara r l  , vang  akan  c la ta l rg

I 'enyedian l(redit Artggaran pada setiap pasal

proyek nrerupakan jurnlah tert inggi yang telalr

d i te tapkan,  sehingga adanya penanrbaharr
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dana pada pasal proyek ( Anggaran Murni ),
pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tambahan dana dimaksud
supaya dianggarkan dalarn pasal tersendir i .

3.2. Dalam Anggaran Manajemen kolom (4) Jumlah
supaya di isi junrlah setelah perubahan bukan
penarnbahan atau pengurangannya sehingga
sesuai dengan jumlah yang tercantum dalanr

Anggararr Policy kolom (3) Anggaran setelah
Perubahan.

Contoh :  Pasal  2P.A.6.1.02.004.

Anggaran senrula Rp. i00.000.000.00
Berkurang . .  Rp. 1.010.000,00
Anggaran setelah
perubahan .. Rp. 98.990.000,00

Yang dicanturnkan pada Anggaran Manajernen
kolom (4) Keterangan sejumlah Rp. 98.990.000

.00.  Hal  tersebut  agar  d ipedomani  da lam
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belania Daerah tahun anggaran yang akan

datang.

Untuk tahun Anggaran yang akan datang pe-

nulisan setiapjudul proyek pada Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah, Lokasi kecamatan
supaya dicantumkan sebagai satu kesatuan
judul proyek yang bersangkutan dengan

catatan :

3.3 .

a. Proyek ....(22)
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a. Proyek yang berlokasi pada 5 (lirna) kec-

amatan supaya disebutkan nama kecamatan

nya.

b. Lebih dari 5 (lima) lokasi kecamatarr cukup

disebutkan jumlalr kecamatannya.

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor I Tahun 1998 tanggal

6 Januari 1998 tentang Pedornan Penyusunaa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 199811999.

Pasa l  2P .0 .18 .1 .01 .017  "  P royek  Pengadaan

Kendaraan Dinas Roda l:ntpat dan Roda Dua

untuk Ketua Pengadilan Negeri Penralang "

sejumlah Rp. 8l .500.000,00 yang nrerupakan

bagian dari pelaksanaarl tukar meuukar tanahr

bangunan bekas Kantor Pengadilan Negeri

Perr ra lang dengan tanahibangunan Rumah

Dinas mil ik Pemda, maka :

a. Sesuai dengan Surat Kanwil Departemen

Kelrak i rnan Rl  Kantor  Wi layah . lawa

Tengah Nomor : W9-PI-.02.0 1-465 tanggal

4 Nopember 1998,  pe laksanaan tuka ' lc
rnenukar dimaksud nrel lunggu i j in dari

Departemen Kehakirnan ;
b. Untuk pelaksanaan pengadaan kendaraan-

nya terlebih dahulu mendapat i j in dari

Gubernur Kepala Daeralr Tingkat I Jawa

l'engah.

l fa l  tersebut  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  (2 j )
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l l a l  t e rsebu t  sesua i  dengan  Ins t ruks i

Menteri Dalam Negeri Nomor : I Tahun

I  998 tanggal  6  Januar i  |  998 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapat-

an dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

199811999.

Dengan ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belania Daerah Kabupater t  Daerah f ingkat  I l

Perr ra lang Tahun Anggaran 1998/1999,  nraka t idak

diperkenakan lagi adanya penggeserarl anggaran.

l.  Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
' l ' ingkat 

l l  Penralang Notuor : I  I  
' fahun 

1998, adalah

pengesahan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Pemalang Tahun Anggaran 199811999 beser ta

lampiran-lampirannya dengan perubahan sepert i

tercantum dalam diktum-diktum tersebut diatas,

dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan

pengeluaran dianggap sah apabila didasarkan kepada
peraturan perundang-undangan yang berlakr.r.

2. Dengan adanya perubahan tersebut diatas agar

dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor :9101

2825A1 1998/KU tanggal 30 Desember I 998 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan

Proyek Perubahan Anggaran

KF,F,MPA'f

v

Pendapatan ... .(24\
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Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II PemalangTahun Anggaran 1998 I | 999, dan

disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I Jawa Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari

setelah diterimanya Surat Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkatr dan berlaku

surat sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupater.

Daerah Tingkat II Pemalang Nomor I I Tahun 1998 tangga?

30 Desember 1998, dengan ketentuan apabila di kemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan

ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : l8 FEBRUARI 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
JAWA TENGAH

cap.
ttd.

H. MARDIYANTO
'IEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

l. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;

2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;

Departemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (25)
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3. Departemen f)alam Negeri(Dit jen PU()D [Jp. I) irektur Keuangarr l)aerah)

di Jakarta ;
4. Sekertaris Jenderal Departernen Dalanr Negeri (lp. Kepala Biro Keuangan

di Jakarta ;
5 .  Wak i l  Guber r tu r  Kepa la  Daera l r  

' [ ' i ngka t  |  . l awa  
' l ' enga l r  

B idang

Idan l [  :

6. Sekertaris Wilayalr Daerah f ir tgkat |  . fau'a 
' ! 'engah 

;
Y 7.  Senlua Asis ten Seker tar is  Wi layah Daerah 

' l ingkat  
I  . lawa' lcngah ;

8 .  Pemban tu  Gu t re rnu r  Jawa  lensah  un tuk  Wi lavah  Peka longar t  d i

Pekalongan ;
9 .  Ke tua  BAPPEDA P rop ins i  Dae rah ' l ' i ngka t  I  . f a r . va ' l ' e r r gah

di Semarang ;
10.  Kepala Inspektorat  Wi layah Propins i  [ )acrah 

' l ' ingkat  
I  Jawa l 'cncah c i i

Semarang ;
I l .  Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Senralang ;
12. Kepala Biro Keuangan Sekretariat WilayahlDaerah Tingkat I .lawa l-engali

di Sernarang ;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah 

' f ingkat 
I Jawa 

. l 'engah

di  Semarang :
14. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Sekrelariat Wilayah I Daerah

Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
\S. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  Penralang di Pemalang ;

16. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
17. Pert inggal.
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